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KEPALA DESA AMBOKULON KECAMATAN COMAL

KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA AMBOKULON
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA AMBOKULON
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingal

2.

KEPALA DESA AMBOKULON,

a. bahwa dalam rangka menjabarkan rencana

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa, perlu disusun
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3]
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3
Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan
Desa, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Ambokulon Kecamatan Comal
Kabupaten Pemalang Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
gistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
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10.

11.

L::::T,‘:i,:h.m“"!ﬁ Nomor 33 Tahun 2004 tentang
pan Keuangan Antara Pemerintah P
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran  Nepar
Ilzlvpuhliia Indonesia - Tahun 2004  Nomor 126,
Fambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesio
Nomaor 4438),

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611},
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasl Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
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12.

16.

17.

18.

19.

20,

21.

Pemberdayaan Masyvarakat Desa  (Berita Nepgara
Repulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24
Tahun 2008 tentang Renecana Pembangunan Jangka
Panjanp Daerah Kabupaten Pemalang Tahuan 2005
2025  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Pemalang,
Tahun 2009 Nomaor 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor |
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayvah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1)
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6
Tahun 2015 tentang  Pedoman Penyusumnin
Peraturan «i Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2015 MNomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6),
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3
Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 6);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor
116);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 148 Tahun 2016
tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Dokumen Perencanaan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 148);
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 149 Tahun 20106
tentang Mekanisme Musyawarah Dalam
perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 149);
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten
pPemalang Tahun 2018 Nomeor 17);

peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Desa
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(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018
Nomor 38) sebagaimana telah diubah heberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor
97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019
Nomor 97);

22. Peraturan Desa Ambokulon Nomor 3 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa Ambokulon Kecamatan Comal
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 3);

23. Peraturan Desa Ambokulon Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah
Desa Ambokulon Kecamatan Comal Kabupaten
Pemalang Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa
Ambokulon Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMBOKULON
dan
KEPALA DESA AMBOKULON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA AMBOKULON TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DESA AMBOKULON
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN

2023.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

Pemalang.
Desa adalah Desa Ambokulon Kecamatan Comal Kabupaten

Pemalang.

Pemerintahan Desa  adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masya.mkaF setempatt dalam
sistemn Pemerintahan Negara Kesatuan ReI:')uhhk Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
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10.

11.

12.

13.

15.

16,

hepala Desa adalah Desa Ambokulon

Kecamatan  Comal
Kabupaten Pemalang

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disinglat 1500
adalah Badan  Permusyawaratan Desa Ambokulon  Kee amalang
Comal Kabupaten Pemalang.

Perdesaan  adalah  kawasan kerjn sama antar Desa  untul
pengembangan  usaha, kegiatan  kemasyarakatan, pelavanan,

pembangunan, pemberdayaan  masyarakat, keamanan,

dan
ketertiban,

) , :
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hiclup
dan kehidupan untuk

masvarakat Desa,
Pembangunan Perdesaan

sebesar-hesarnya kemakmuran

adalah pembangunan yang
dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha,
kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan,
pemberdavaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
Pemberdayvaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejaliteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber dava
melalui  penetapan  kebijakan, program, kegiatan dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat
istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistern pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa,

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
atau yang disebul dengan nama lain adalah lembaga vang
melaksanakan  fungsi  pemerintaban yang  anggotanva
merupakan  wakil  dari penduduk  Desa  berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demoklratis,
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara HBPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakal yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati
hal yang beraifal strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya
disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
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19,

‘{1'

22

23.

24,

aleh Pemenntah Desa untuk menetapkan priontas, progran,
kewatan, dan kebutuhan Pembaneunan Desa vang didanai oleh
amgpivan pendapatan dan belanga Desa, swadava masvarakal
Presa, dam Jataa anggaran pu*ml.uhﬂ.m din beloma dacrah
habupaten

Peratiran Desa adalah peratiran perandang undangan vang
ditetaphan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakan
Persama 1301

Perenvanaan Pembangunan Desa adalah proses  tahapan
hemtatan sang diselenpearakan oleh Pemerintah Desa dengan
mehbatkan BPD dan unsur masyarakal secara partisipatil guna
pemantaatan dan pengalokasian sumber dava Desa  dalam
ranghka penminghkatan kualitns hidup mansia dlan
penanggulangan kemiskinan,

SDGs Pesa adalah upava terpadu Pembangunan Desa untuk
percepatan pencapatan tujuan pembangunan berkelanjutan
Pendataan Desa adalah proses  penggalian,  pengumpulan,
pencatatan,  verifikast dan validasi data SDGs  Desa, vang
memuat data objektil’ kewilayahan dan kewargaan Desa berupa
aset dan potensi aset Desa vang dapat didayagunakan untuk
pencapaian  tujuan  Pembangunan Desa, masalah ekonomi.,
sosial, dan budava vang dapat digunakan sebagai bahan
rekomendasi penyvusunan program dan kegiatan Pembangunan
Desa,  serta data  dan  informasi  terkait  lamnya  yang
menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
Sistem  Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilavahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan
kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan
mendavagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat
keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan
menjadi  informasi  yang berguna dalam peningkatan
efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar
perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang
memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs
Desa sampai dengan Tahun 2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah [Desa  vang
selanjutnya  disebut  RPJM  Desa adalah  dokumen
perencanaan  kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) Tahun,

Rencana Kerja Pemerintah Desa vang selanjutnya disebut
RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPIJM Desa
antuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
vang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu |
(satu) Tahun vang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada
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26,

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33,

34.

pemerintah daerah kabupaten  melalui mekanisme
perencanaan pembangunan daerah,

Aset Desa adalah barang milik Desn yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau  diperoleh atas  beban
anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau peralehan hak
lain yang sah,

Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yvang meliputi
sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber dava
manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya
ckonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses,
dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber
daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa,
dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi
kescjahteraan bersama masyarakat Desa,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB  Desa adalah rencana keuangan Tahunan
Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalalh dana yang Lersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara vang diperuntulkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas,
efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa,
Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa,
pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan
sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa
untuk mendukung pencapaian SDGs Desa,

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota
masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang
dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan,
dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan
gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa
dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
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5.

36.

37.

38.

39.

produktivitas, menyedinkan jasa pelayanan, dan/atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sehesarbesarnya
kesejahteraan masyarakat Desa. -
Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan
tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang
sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan
belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan,.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB Il
RKFP DESA

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa
dalam menyusun ABP Desa Tahun 2023.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 3

(1) RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.
.2. Dasar Hukum,

.3, Tujuan dan Manfaat.

4, Visi dan Misi

3. Proses Penyusunan RKP Desa,
.6, Sistematika.

e ek

BAB Il : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
2.2, Kebijakan Belanja Desa
2.3. Kebijakan Pembiayaan
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BAB 11 : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3 1. Evaluasi Pelaksanaan Pembanpunan padda BRKE Diesa
Tahun 2021
3.2 Evaluasi laju pencapaian SDCGs Desa,
J. ldentifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa,
J.4. ldentifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan
Pembangunan Supra Desa

3.5. ldentifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan
Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

4.2. Prioritas  Program dan Kegiatan Kewenangan
Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama
Antardesa dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga

4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : FENUTUP

LAMFIRAN-LAMPIRAN

1.

R

7.

8.

9

Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP
Desa, Notulen dan Daftar Hadir.

. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa

Tahun 2022.

. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

Daftar Rencana Program & Kegiatan yang Masuk ke Desa.

Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan
Desa.

Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan
Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun anggaran
berikutnya.

NDaftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan
Tujuan 3DGs Desa.

Daftar Rencana lKerja Bama Antar Desa.

Daftar Rencana kerja 8ama dengan Pihak Ketiga.

10). Rancangan RKI? Desa ‘Tahun 2022,

11.Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021.

12.Gambar Desain Kegiatan.

13.Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

14 .Daflar Usulan RKP Desa Tahun 2023,

15.Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa,
I6.Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang

perencanaan Desa,

17.Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa,

Notulen dan Dafltar Hadir,
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18.Dokumen Pandangan Resmi BPD.

10 Keputusan Kepnla Desa tentang
RKP Desa Tahun 2022

20 Tata tertib musrenbang Desa RRP Desa.

21.Penyusunan Prioritas Program dan kegiatan,

22 Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2022, Notulen
dan Daltar Hadir

BPD tentang panitin musyawarah Desa  tentang

penvepakatan dan pengesahanan rancangan REKI'

Panitia Musrenbang Desa

23 keputusan
pembahasan,
Diesa Tahun 2022

04 Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DU- RKP
Nesa Tahun 2023,
95 Berita  Acara  Musyawarah Desa tentang pembahasan,

penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa Tahun
2022, Notulen dan Daftar Hadir.
26.Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun

2023,
27 Foto Musdes RKP Desa
28 IFoto Musrenbang Desa RKP Desa.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan
seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan
pembangunan Desa Tahun 2022 sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh

pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta
dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum

Musyawarah Desa.

BAB 111
PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 6

(1) Perubahan RKP Desa Tahun 2022 dapat dilakukan dalam hal:
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a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politile,
krisis ekonom, tlan /atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atan

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang
Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Mekanisme perubahan RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Ambokulon
pada tanggal 30 September 2022

LEMBARAN DESA AMBOKULON KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR : 2
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DESA AMBOKULON
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA AMBOKULON
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan
dalam pembangunan desa tahunan, Pemerintah Desa wajib
menyusun Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1)
satu tahun yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan
yang akan dicapai pada tahun 2023.

Penyusunan dokumen  perencanaan  sebagaimana
dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Ambokulon Tahun 2023
merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019 - 2025,
Rencana Kerja Pemerintah Desa Ambokulon ini akan digunakan
sebagai pedoman dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB-Desa), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan
Pertan ggungjawaban (LKPJ), dan Informnasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) serta menjadi tolak

ukur kinerja Pemerintah Desa.
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PASAL DM PARAL

Pasal 1

Cukupy elas
Pasul 2

Cukup elas
Pasal 3

Cubup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal &

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas,
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
asal 9

Cukup jelas,
Pasal 10

Culup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
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